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Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur 
 

 

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan 

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala 

sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok 

bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak 

memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik 

merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan 

rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik. Pengelolaan Informasi Publik 

merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi 

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan 

negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat 

dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan 

untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan; 

 

1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi 
 

2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi 

secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan/proposional. 

 

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah 

diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

adalah menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik. Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 

Tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara 

Timur, bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas 

pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelola layanan 

informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 
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Regulasi   

    

No. Peraturan Tentang 
Tahun 
Terbit 

1. Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik 2008 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Pelaksanaan UU Nomor 14 tentang 
keterbukaan Informasi Publik 2010 

3. Keputusan Gubernur NTT 

Nomor 91/KEP/HK/2019 

Pengelola Layanan Informasi dan 

Dokumentasi Provinsi NTT  
2019 

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 
30 Tahun 2021 

Sistem Layanan Informasi dan 
Dokumentasi Publik Provinsi NTT 2021 

5. Keputusan Gubernur NTT 

Nomor 122/KEP/HK/2022 

Pengelolaan Layanan Informasi dan 

Dokumentasi Provinsi Nusa 

Tenggara Timur 2022 

6. Keputusan Gubernur NTT 

Nomor 320/KEP/HK/2023 

Daftar Informasi Publik yang 

Dikecualikan Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi NTT 

2023 

7. 

Keputusan Gubernur NTT 

Nomor 321/KEP/HK/2023 

Daftar Informasi Publik Di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi 

NTT 

2023 

8. Keputusan Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi NTT Nomor : 

Dinkes.Sek. 1110/870/V/2024 

Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pembantu 
Dinas Kesehatan Provinsi NTT 

2024 

9. Keputusan Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi NTT Nomor : 

Dinkes.Sek.1249/870/ V/2024 

Daftar Informasi Publik Dinas 
Kesehatan Provinsi NTT 

2024 

10. Keputusan Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi NTT Nomor : 

Dinkes.Sek.1250/870/ V/2024 

Daftar Informasi Publik yang 
Dikecualikan pada Dinas Kesehatan 
Provinsi NTT 

2024 

 

 
Tabel  1 :  Daftar Regulasi dan Kebijakan   

 
 

 

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, 

PPID Pembantu dalam hal ini Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi NTT melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik dan 

melakukan input data pada website http://ppidutama.nttprov.go.id/. 

 

http://ppidutama.nttprov.go.id/
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Sedangkan PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari 

seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, 

dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan 

dimumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta-

merta. 

 

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi 

oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT, selanjutnya daftar informasi yang 

dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT 

sebagai informasi serta merta. Dengan ditetapkannya SOP terkait Layanan Informasi PPID 

dan Daftar Informasi Publik, diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan 

dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya 

pemerintahan serta perwujudan Good Governance di lingkungan Dinas Kesehatan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
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BAB II 
 

Gambaran Umum 

Pelaksanaan Pelayanan 

Informasi Publik 
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Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 
 

A. Pelayanan Informasi Publik 
 

1. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Informasi Publik 
 

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan 

efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup Dinas Kesehatan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan prosedur operasional standar (Standard 

Operating Procedure/SOP) pelayanan informasi publik. 

Pelayanan informasi publik pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT 

menggunakan beberapa Standard Operating Procedure (SOP) antara lain : 

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 

a. Ruang Lingkup 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi 

Publik disusun untuk memberikan panduan kepada semua pihak yang terkait 

dalam proses pelayanan permohonan informasi kepada Badan Publik Dinas 

Kesehatan Provinsi NTT. 

b. Ringkasan 

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik ini menjelaskan tahapan -

tahapan beserta pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan permohonan 

informasi publik kepada Badan Publik Dinas Kesehatan Provinsi NTT. SOP 

ini dilengkapi pula dengan formulir-formulir yang harus diisi, baik oleh 

pemohon ataupun oleh pihak Badan Publik Dinas Kesehatan Provinsi NTT. 

Uraian lengkap tentang SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik dapat dilihat  

pada gambar 1.1 dibawah ini : 
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Gambar 1.1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 
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2. SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik 

a. Ruang Lingkup 

SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik disusun untuk mempermudah 

dalam hal melakukan penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik di 

lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi NTT. 

b. Ringkasan 

Meliputi semua Informasi Publik dibawah wewenang Dinas Kesehatan 

Provinsi NTT dengan jenis informasi yang tersedia setiap saat dan infomasi 

yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang dikecualikan atau 

dengan kriteria tertentu. 

Uraian lengkap tentang SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik dapat dilihat  

pada gambar 2.1 dibawah ini : 
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Gambar 2.1 SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik 

 

3. SOP Pengdokumentasian Informasi Publik 

a. Ruang Lingkup 

 Dokumentasian Informasi Publik sesuai peraturan yang berlaku 

 Dokumentasian Informasi Publik yang ekonomis, efektif, dan efisien 

 Dokumentasian Informasi Publik yang akuntabel 

b. Ringkasan 

Merupakan SOP yang bertujuan untuk melaksanakan pendokumentasian 

informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Dinas Kesehatan Provinsi NTT. 

Uraian lengkap tentang SOP Pengdokumentasian Informasi Publik Publik dapat 

dilihat  pada gambar 3.1 dibawah ini : 
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Gambar 3.1 SOP Pengdokumentasian Informasi Publik 

 
 

4. SOP Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan 

a.  Ruang Lingkup 

SOP ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam melaksanakan 

keterbukaan informasi. SOP ini berpengaruh terhadap SOP lainnya. Apabila 

SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa 

informasi. 

b.  Ringkasan 

SOP ini Untuk mempermudah dalam hal melakukan penetapan dan 

pemutakhiran daftar informasi publik yang dikecualikan di Dinas Kesehatan 

Provinsi NTT. 

Uraian lengkap tentang SOP Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik 

Yang Dikecualikan dapat dilihat  pada gambar 4.1 dibawah ini : 
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Gambar 4.1 SOP Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikang 

 

5. SOP Pengdokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 

a.  Ruang Lingkup 

Dokumentasi Informasi Publik yang dikecualikan yang telah ditetapkan di 

lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam melaksanakan keterbukaan 

informasi. 

SOP ini berpengaruh terhadap SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan 

dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi. 
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b.  Ringkasan 

SOP ini Untuk mempermudah dalam hal melakukan penetapan dan 

pemutakhiran daftar informasi publik yang dikecualikan di Dinas Kesehatan 

Provinsi NTT. 

Uraian lengkap tentang SOP Pengdokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 

dapat dilihat  pada gambar 5.1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 SOP Pengdokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 

6. SOP Pengelolaan Keberatan 

a.  Ruang Lingkup 

SOP ini khusus untuk melaksanakan pengelolaan keberatan atas informasi 

dari pemohon informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT. 
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b.  Ringkasan 

SOP ini bertujuan untuk mempermudah dalam hal melakukan pengelolaan 

keberatan atas informasi publik di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT. 

Uraian lengkap tentang SOP Pengelolaan Keberatan dapat dilihat  pada gambar 

6.1 dibawah ini : 
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Gambar 6.1 SOP Pengelolaan Keberatan 

 

 

7. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 

a.  Ruang Lingkup 

Penguji konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul 

apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan 

mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat 

melindungi kepentingan yang lebih besar 

b.  Ringkasan 

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik disusun sebagai panduan untuk 

menetapkan informasi publik yang akan ditutup atau tidak dapat diberikan 

kepada pemohon informasi publik dalam tertib administrasi dan tertib 

pelayanan serta keseragaman pola kerja. 

Uraian lengkap tentang SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dapat dilihat  

pada gambar 7.1 dibawah ini : 
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Gambar 7.1 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 
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8. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi 

a.  Ruang Lingkup 

SOP ini khusus untuk melaksanakan pengelolaan keberatan atas informasi dari 

pemohon informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT. 

b.  Ringkasan 

SOP ini bertujuan untuk mempermudah dalam hal melakukan pengelolaan 

keberatan atas informasi publik di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT. 

Uraian lengkap tentang SOP Penyelesaian Sengketa Informasi dapat dilihat  pada 

gambar 8.1 dibawah ini : 
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Gambar 8.1 SOP Penyelesaian Sengketa Informasi 
 

 

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 
 

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkup PPID Dinas 

Kesehatan Provinsi NTT akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi 

PPID. Apabila ada permohonan yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan 

lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang Pelayanan Publik. Namun untuk 

permohonan informasi yang diajukan melalui PPID Utama dan membutuhkan 

penjelasan lebih mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID pembantu 

SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. 

Pelayanan informasi pada PPID Dinas Kesehatan Provinsi NTT 

dilaksanakan di ruang Pelayanan Informasi Publik yang beralamat di Jalan Palapa 

Nomor 22, Oebobo, Kota Kupang, dalam kompleks perkantoran Dinas Kesehatan 

Provinsi NTT. 

Pemohon Informasi akan dilayani terlebih dahulu oleh petugas penerima 

tamu dibagian resepsionis untuk menyampaikan keperluan dan mengisi  buku 

tamu. Petugas resepsionis mempersilahkan tamu maupun pemohon informasi untuk 

masuk dan duduk di ruang pelayanan publik. Tamu dan atau pemohon informasi 

akan dilayani oleh petugas dari bidang maupun sekretariat sesuai dengan keperluan 

tamu dan atau pemohon informasi tentang data dan informasi yang dibutuhkan baik 

dalam bentuk hard copy maupun soft copy.  
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Waktu operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang pelayanan 

publik dimulai pada pukul 09.00 Wita s.d 15.00 Wita. Namun, di luar jam kerja 

tersebut, masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan 

haknya. 

Pemohon informasi dapat menggunakan berbagai sarana media komunikasi 

yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kesehatan Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, seperti melalui email, website 

http://www.ppidutama.nttprov.go.id/, dinkes@ppidutama.nttprov.go.id  dan media sosial 

seperti twitter (dinkesntt),  facebook (dinkesntt), instagram (dinkesntt), youtube 

(Dinkes NTT). Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik, maka Dinas 

Kesehatan Provinsi NTT sebagai salah satu Badan Publik Pemerintah Provinsi 

NTT terus lakukan berbabagai inovasi seiring dengan kemudahan dalam 

mengakses suatu informasi di era perkembangan teknologi yang sekarang ini 

sangat maju. 

 

3. Daftar Informasi Publik 
 

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat 

pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, 

agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai 

pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan 

dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi 

mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP). 

UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Dinas 

Kesehatan Provinsi NTT yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap 

unitnya. Berikut adalah Keputusan Gubernur NTT Nomor : 321/KEP/HK/2023 

tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan  Pemerintah  Provinsi NTT  dan 

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor : 

Dinkes.Sek.1249/870/V/2024 tentang Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan 

Provinsi NTT, serta Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor : 

Dinkes.Sek.1110/870/V/2024 Tanggal 14 Mei 2024 tentang Pengelola Informasi 

mailto:dinkes@ppidutama.nttprov.go.id
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dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT, sebagai berikut : 
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Hasil screenshoot Lampiran Kepgub 321 tahun 2023 halaman pertama dan 

halaman terakhir. 
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4. Informasi Yang Dikecualikan 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang 

terbuka dan dikecualikan. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak 

dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

 

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga 

pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, 

dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu 

suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan 

kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup 

informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada 

membukanya atau sebaliknya. 

Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Gubernur NTT 

Nomor : 320/KEP/HK/2023 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sekr.1250/870/V/2024 sebagai berikut : 
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Hasil screenshoot Lamp. Kepgub 320 tahun 2023 halaman pertama dan halaman terkahir 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN 
         Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
        38 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
        39 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
        40 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
        41 

 
  

5. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan 
 

sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam 

memperoleh layanan informasi lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Sebagai 

Badan Publik, Dinas Kesehatan  Provinsi NTT memiliki kewajiban untuk membuat 

dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta-merta. 

Untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat, diperlukan proses permohonan 

informasi dengan cara terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi dan 

identitas diri yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan 

mudah dilakukan oleh masyarakat melalui website PPID Provinsi NTT 

(http://ppidutama.nttprov.go.id). 

 

6. Sumber Daya Manusia 
 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan 

Informasi Publik pada PPID Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pengdokumentasian, penyediaan 

dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam 

pelaksanaanya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu. 

 

Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur merujuk pada SK Gubernur Provinsi NTT Nomor 91 /KEP/HK/2019 Tentang 

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi NTT dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 

Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu menghimpun informasi 

publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. 

 

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID 

Pembantu, Dinas Kesehatan Provinsi NTT mengikuti kegiatan Konsolidasi Tata 

Kelola, Forum Komunikasi PPID, Koordinasi peningkatan pelayanan Data dan 

Informasi Publik bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT 

sebagai PPID Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 25 

(http:/ppidutama.nttprov.go.id
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Dinas Kesehatan Provinsi NTT, berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi 

Elektronik (E-MONEV) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang 

diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi NTT. Pada partisipasi tahun 2024, PPID 

Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT meningkatkan capaian tahun 2024 sebagai 

Badan Publik “Informatif” dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 
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B. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klasifikasi 
 

1.  Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala : 
 

• Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 

Dinkes.Sek.1110/870/V/2024 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 

• RKA-KL - RINCIAN KERTAS KERJA SATKER Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 

2024 

• LRA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi NTT 

• CALK 2023 Dinas Kesehatan Provinsi NTT AUDITED 

• RUP DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 30 Mei 2024 

• Neraca Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 31 Desember 2023 

• Daftar Aset Dinas Kesehatan Provinsi NTT 

• DIPA Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024 

• RENCANA AKSI DINKESDUKCAPIL 2024 

• Laporan Keuangan Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023 (Audited) 

• Rekapan ASN Dinkes Dukcapil yang sudah Melapor LHKASN 2023 Tahun Pelaporan 

2024 

• Rekapan Penyampaian LHKPN 2023 Provinsi NTT Tahun Pelaporan 2024 

• Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Perda Perabgkat Daerah Provinsi 

NTT 

• Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi NTT 

• Visi dan Misi PPID Pembantu Dinkes Prov. NTT 

• Tupoksi PPID Pembantu Dinkes Prov. NTT 

• Struktur PPID Pembantu Dinkes Prov. NTT 

• Profil Singkat Tentang Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Sejarah Kepemimpinan 

• Profil PPID Pembantu Dinkes Prov. NTT 

• Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT tentang DIK Dinas Kesehatan Provinsi 

NTT Tahun 2024 

• Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT tentang DIP Dinas Kesehatan Provinsi 

NTT Tahun 2024 

• Lembar Pengujian Konsekuensi DIK Dinkes Provinsi NTT Tahun 2024 

• Usulan DIP dan DIK Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024 

• PIC PPID Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024 

• Keputusan Gubernur NTT Nomor : 115A/KEP/HK/2022 tentang Tim Penurunan 

Stunting Provinsi NTT 

• Kartu Inventaris Barang Tahun 2023 

• Rekapan LHKASN Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023 

• Rekapan LHKPN Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023 

• Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Dinas Kesehatan, Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Triwulan 1 Tahun 2024 

• Renja Dinkes Dukcapil Provinsi NTT 2025 

• RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 – 2026 

• Peraturan Gubernur NTT Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 

• Profil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT 

• Profil Badan, Dinas Kesehatan Provinsi NTT April 2024 

• ata Puskesmas Di Provinsi NTT Keadaan Sampai Dengan Bulan Mei 2024 

• Rekapan Data Puskesmas dan Jaringannya Se-Provinsi NTT Keadaan Sampai Dengan 

Bulan Mei 2024 

• Profil Kesehatan Tahun 2022 

• Resntra Dinkesdukcapil 2024-2026 

• Renstra Revisi Perubahan Dinkesdukcapil Ntt 2019-2023 
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• Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Ntt Tahun 2019-2023 

• Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Perda PD Provinsi NTT 

• Pergub Ntt Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Sotk Dinas Kesehatan Provinsi Ntt 

• Dinas Kesehatan_LKE_PMZI 

• Laporan SPM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan, Dukcapil Provinsi NTT Tahun 

2023_290224 

• Laporan Keuangan SKPD Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023 (UNAUDITED) 

• Laporan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Dinkes Dukcapil Provinsi 

NTT 

• LAKIP Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023 

 

INFORMASI BERKALA PADA TAHUN 2024 
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2. Daftar Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta 

   
• Alamat Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provinsi NTT 

 
 
 

INFORMASI SERTA MERTA TAHUN 2024  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Daftar Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Setiap Saat 
 

• Formulir Keberatan 

• Formulir Permohonan Informasi 

 

 

INFORMASI SETIAP SAAT TAHUN 2024  
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C. Jumlah Pemohon Informasi Publik 
 

Selama Tahun 2024, PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT telah 

menerima 26 laporan Permohonan Informasi offline dan melayani permintaan data 

secara online via WA sebanyak 1 orang dari luar Provinsi NTT tentang stunting dan 

gizi, dengan waktu rata-rata pelayanan 1 hari s/d 5 hari kerja. Pemohon informasi 

terdiri dari Perangkat Daerah, mahasiswa, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan 

informasi sebagian besar untuk tugas akhir skripsi, penelitian, pengawasan badan 

publik  dan informasi pelayanan publik di PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi 

NTT.  

 
 

D. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik 
 

PPID Pembantu Dians Kesehatan Provinsi NTT dalam melakukan pelayanan 

informasi publik membutuhkan waktu rata-rata kurang dari 10 hari kerja dalam 

melakukan pelayanan permintaan informasi publik. 

 

E. Jumlah Permohon Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Ditolak 
 

Pada Tahun 2024, PPID Pembantu Dians Kesehatan Provinsi NTT mengabulkan 

26 permintaan informasi publik secara offline dan 1 permintaan informasi secara 

online. Dalam pelayanan informasi publik tidak terdapat satu pun permohonan yang 

ditolak oleh PPID Pembantu Dians Kesehatan Provinsi NTT. 
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BAB III 
 

Penutup 
 
 

6 
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Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

informasi publik PPID Dinas Kesehatan Provinsi NTT adalah : 

 
 

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada 

masyarakat baik secara langsung maupun informasi melalui website dan 

media sosial Dinas Kesehatan Provinsi NTT; 

 

2. Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebagai PPID Pembantu akan mengikuti 

kegiatan maupun program yang akan diselenggarakan oleh PPID Utama dan 

Komisi Informasi Provinsi NTT dalam meningkatkan pelayanan informasi 

publik kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat, monev 

dan kegiatan lainnya baik secara daring atau luring atau langsung dalam 

rangka pelayanan informasi publik; 

 
 

3. Memotovasi dan mengajak seluruh Bidang / Sekretariat dan UPTD pada 

Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk selalu aktif dalam rangka 

memperbaharui informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika 

ada permohonan informasi; 

 
  

4. Berpartisipasi secara berkala pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 

Informasi Publik Tingkat Daerah dan Pusat yang diselenggarakan setiap 

tahun; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




